Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id SALINAN

PUTUSAN
Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, kebumen, 23 November 1975, agama Islam,
Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman
di rumah anaknya yang bernama Nur Fatini di Dukuh
Karangkamal RT 02/RW 07, Desa XXX, Kecamatan XXX,
Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
DAMAS REZA KURNIADI, S.H, M.H., dan ACHMAD BENI
CANDRA, S.H, M.H., Advokat yang berkantor di Gang
Wonodiharjo, Rt.01 Rw.01, Desa Tersobo, Kecamatan
Prembun, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2024, sebagai
Penggugat;

melawan;

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 23 Maret 1971, agama Islam,
Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar,
tempat kediaman di Dukuh Karangkamal RT 02/RW 07, Desa
XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, dengan Nomor
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PUGSAHIG/POPRAIRKBAY 28th mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXX,
sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal
XXX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten
Kebumen;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama
di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Jeblosan RT.02/05 Desa XXX,
Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, dan selanjutnya Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama dirumah bersama di Dukuh Karangkamal
RT.02/RW.07 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sampai
dengan bulan April 2023;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak
bernama;
o NUR FATINI, tempat tanggal lahir; Kebumen, 26 Juni 1996,
sekarang sudah mandiri; PARTIWI, tempat tanggal lahir; Kebumen, 25
Februari 1999, NIK.3305026502990001. sekarang sudah mandiri;
. GILANG ALFARO, tempat tanggal lahir; Kebumen, 22 Februari
2012, NIK.3305022202120002.pendidikan SD. Sekarang ikut Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis
namun sejak bulan Juni 2020, rumah tangga mulai tidak harmonis dan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang
disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga
kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi dengan baik;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
pada bulan April 2023, dengan penyebab Tergugat masih tetap seperti itu
dan tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga tersebut,
akhirnya Penggugat pergi dan tinggal dirumah anaknya yang bernama Nur
Fatini bertempat tinggal di Dukuh Karangkamal RT 02/RW 07, Desa XXX,
Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan

Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/
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putusaadBRaKAKePAAAY KeIa8rth, namun usaha tersebut tidak berhasil dan

Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah

tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan
gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9
tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan
secara terus-menerus dan tidak ada harapan rukun kembali;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut ;

Primer :
1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat Tergugat terhadap
Penggugat Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Atau

Apabila Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa
Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir
dipersidangan, sedang tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara
sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak
ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut karena alasan yang sah menurut
hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses
mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena
ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam
setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun
kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan
tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;
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putusargRvkaBIeh AtBHIOTErgugat  yang telah dipanggil secara resmi dan

patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka

Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud
gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun
suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum
dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :
A. Surat:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305024311750003 telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta
dinazegelen (bukti P.1);

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA
XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX Tanggal
XXX telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup

serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi:

1. XXX, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas,

tempat tinggal di Dusun Karangmalang Rt.02 RW.07 Desa XXX

Kecamatan XXX kabupaten Kebumendi bawah sumpahnya saksi

tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugatkarena saksi
sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugatadalah suami isteri
sah yang menikah pada bulan Maret 1995;

- Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan
Tergugattelah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugatrukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2020 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
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putusan malBgiBeyEbER fértengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan
Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga kebutuhan

ekonomi keluarga tidak tercukupi dengan baik;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Terguga tsejak bulan April 2023 terjadi
pisah tempat tinggal ;

- Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugattidak ada yang
berkeinginan rukun kembali, meskipun keluarga sudah berusaha
merukunkan mereka;

1. XX, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas,

tempat tinggal di Dusun Jeblosan RT.02 RW.05 Desa XXX Kecamatan

XXX Kabupaten Kebumendi bawah sumpahnya saksi tersebut

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugatkarena saksi
sebagai keponakan Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugatadalah suami isteri
sah yang menikah pada bulan Maret 1995;

- Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan
Tergugattelah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugatrukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2020 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan
Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga kebutuhan
ekonomi keluarga tidak tercukupi dengan baik;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Terguga tsejak bulan April 2023 terjadi
pisah tempat tinggal ;

- Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugattidak ada yang
berkeinginan rukun kembali, meskipun keluarga sudah berusaha

merukunkan mereka;
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putusap gk PERGIIYRLEI/H tencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan

mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatan
nya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan
perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut
Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo
Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat
tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kebumen, maka perkara ini secara
relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kebumen untuk
memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki
oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat sejak
sejak bulan Juni 2020 setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering
berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap
sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi dengan baik yang pada
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P UdKRiRAYR PHeREIAAUASKY 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan

sejak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena
itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa
secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil

syar'i :
k-t . . - e -~
A3 Vb 59 ot Jo el 56 e Sl B 0 00

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul
Qur-an Il : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur
mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat
dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
R.l. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan,
bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung Rl Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan
tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan
beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan
dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P-1, P-2) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan,
dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum
Pengadilan Agama Kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)
huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, Pengadilan Agama Kebumen secara lelatih berwenang untuk memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;
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putusan pighikABBAGAINAWAEC -Blkti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal
standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang
mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil
gugatan angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil
gugatan angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta
kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2020 setelah menikah
Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat
tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga kebutuhan ekonomi keluarga
tidak tercukupi dengan baik;

Putusan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUiL hiRRIyaR AR B IGEER -Kkjak bulan April 2023 telah pisah rumah sampai

sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah
terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah ( broken marriage ) serta
sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat
tinggal dengan Tergugat 1 (satu) tahun dan tidak ada yang berusaha untuk
rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi
harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak
mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan
pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat
mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang
sakinah, penuh mawaddah dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam),
sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat
21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290;
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Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan
suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam

dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

Gl oo lall e Glb le255) a2s5)l s pse £32b I35
Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat
memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talag suami dengan

talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39
ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi
dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);
4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp. 301.000,00 ( tiga ratus satu ribu rupiah);
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putusan.mafagPpatisas 49 -Wiatunkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 M

bertepatan dengan tanggal 25 Dzulgaidah 1445 H oleh Drs. H. Asrori, S.H.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkhojin dan Drs. H. Daldiri, S.H. masing
— masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan
dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi
Hakim — hakim anggota tersebut dan dibantu oleh H. Sarno, S.H. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua
ttd
Drs. H. Asrori, S.H., M.H.
Hakim anggota Hakim anggota
ttd ttd
Drs. H. Nurkhojin Drs. H. Daldiri, S.H.
Panitera Pengganti
Ttd
H. Sarno, S.H.
Perincian Biaya Perkara :
Biaya Pendaftaran : R 30.000,00,
p -
Biaya Proses : R 75.000,00,
p =
Biaya : Rp 126.000,00,-
Pemanggilan
Biaya : Rp 50.000,00,-
Sumpah
Biaya : Rp 10.000,00,-
Redaksi
Biaya Meterai : Rp 10.000,00,-
Jumlah : Rp 301.000,00,-
Salinan sesuai dengan aslinya.
PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
Sultan Hakim, S.Ag., S.H.
Keterangan:
Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal ..........ccccocerinnes
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